BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa perolehan
sertipikat hak milik atas tanah karena peralihan hak (jual beli) di Kota
Yogyakarta sudah mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum, namun
masih ada beberapa kendal a berupa perbedaan data para pemohon pendaftaran
tanah untuk memperoleh sertipikat hak milik atas tanah karena jual beli, yang
diperoleh dari Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dan kantor kecamatan

(Umbulharjo dan Gondokusuman).

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan. tersebut maka disarankan agar baik Kantor
Pertanahan Kota Y ogyakarta maupun kecamatan dapat menjalin kerja sama
yang sinergis terutama dalam melakukan pendataan terhadap para pemohon
pendaftaran peralihan hak milik atas di Kota Yogyakarta. Selain itu
disarankan juga agar pelayanan pengurusan sertipikat dapat diselesaikan
seefektif mungkin mengingat pentingnya kepastian dan perlindungan hukum

bagi masyarakat yang mendaftarkan tanahnya.
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